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BABIV
diskresi dala111 penyelenggaraan pe111erintah 111engalan1i beberapa
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problematik seperti kriminalisasi terhadap Badan atau Pejabat Pemerintah,
lambanya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang membuat
turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta
pelanggaran hak-hak masyarakat kerapkali dilakukan Badall atau
Pejabat Pemerintah. Sehingga hemat penulis sendiri kenyataan semacam
ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-Iarut,
sehingga perlu adanya upaya untuk menyelesaikanya.
3. Upaya untuk menyelesaikannya persoalan tersebut penulis Juga
membahasnya kedalam bagian1 yaitu teori, segi praktis dan
segi yuridis. Upaya tersebut sebetulnya bukanlah hal yang mudah, karena
akan melibatkan semua pihak. Mulai dari kekuasaan legilastif, eksekutif
yudikatif. Legislatif melalui kekuasaan legislasinya periu
mengagendakan sebuah kerangka hukum untuk Inenjalnin pelaksanaan
wewenang diskresi bagi Badan atau Pejabat Pemerintah dan kekuasaan
yudikatif dalarn melakukan penegakan terhadap penYlrnpangan
penYlmpangan yang terjadi akibat dilaksanakanya wewenang diskresi
penting
Inasyarakat. Masyarakat juga perlu Ine111ahalni esenSI dari wewenang
diskresi tidak dengan begitu
bagaimana penggunaan dari wewenang diskresi itu sendiri apakah sudah
atau
yang ada. Selnuanya itu untuk Inenjamin pelaksanaan wewenang diskresi
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dalam penyelenggaraan pemerintahan beIjaIan dengan efisien dan efektif
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
B. Saran.
memberikan bebarapa masukan sebagai berikut:
1. Perlu mengubah pemahaman Pej abat Pemerintah akan wewenang
diskresi, bahwa diskresi dan asas legalitas bukanlah dua hal yang
malah justru dipertentangkan, melainkan dua yang hams berjalan
dan ketika pej abat Inenggunakan ...... __ alTIat
penting juga Inenjadikan asas-asas UlnUln pen1erintahan
Inenyelenggarakan kesejahteraan rakyat. ~.'
2. Kendala-kendala yang telah dipaparkan atas
Inenjadi salah satu acuan
3. Terkait beberapa persoalan yang 111enj
nya ialah perIu adanya agenda dalalTI politik hukuln kita untuk
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melakukan perubahan di beberapa undang-undang yang berkaitan
dengan pelaksanaan dari suatu wewenang diskresi dan undang-undang
yang berkaitan dengan pengawasan serta undang-undang yang
apabila teIjadinya penyimpangan.
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